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PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2015/PA.Mt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Lampung Timur;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten
Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di

persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan

perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
25 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Metro Nomor 1009/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 25 Agustus 2015, telah
mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan
sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya
berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 09 September 2006,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu
Lampung Timur, Nomor 301/02/X/2006 tertanggal 11 September 2006;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
orangtua Penggugat selama 3 hari, setelah itu pindah kerumah
orangtua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah
orangtua Penggugat selama 9 tahun, saat ini Penggugat tetap tinggal
dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat pergi dan tidak diketahui
keberadaannya sampai dengan sekarang;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2006 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan
pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya
adalah:

a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi;

b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat
dan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat
karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua
Penggugat;

C. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat,
yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan
Penggugat;

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,
Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2006, setelah
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kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai
dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 9
tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada
Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain
kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho
terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah
berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke
Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang
amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat
tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa
dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua
belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan

tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nhama Penggugat Nomor
400/009/RBL/Ket./IX/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Kepala Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten
Lampung Timur, tanggal 03 September 2015, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/02/X/2006 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, tanggal 11 September 2006,
bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-
saksi yaitu :

1. SAKSI |, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat ;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2006 di Kabupaten Lampung Timur;

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat selama 3 hari,setelah itu pindah kerumah
orangtua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah
orangtua Penggugat selama 3 bulan ;

- Yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun-rukun saja, namun tiga bulan sejak menikah
antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar ;
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- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat ;

- Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil ;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan)
tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain bertanya
kepada orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tidak tahu
dimana Tergugat berada ;

- Upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat pernah dilakukan sebelum Tergugat pergi, namun tidak
berhasil ;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat, karena sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
tetangga Penggugat ;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2006 di Kabupaten Lampung Timur ;

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat selama 3 hari,setelah itu pindah kerumah
orangtua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah
orangtua Penggugat selama 3 bulan ;

- Yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun-rukun saja, namun tiga bulan sejak menikah

antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar ;
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- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat ;

- Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat
agar lebih sabar, namun tidak berhasil ;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan)
tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain bertanya
kepada orangtua Tergugat, namun orangtua Tergugat tidak
mengetahui keberadaan Tergugat ;

- Upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat pernah dilakukan sebelum Tergugat pergi, namun tidak
berhasil ;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat, karena sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut
di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat
dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian
dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum
dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat

dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan

Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1009/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa
dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua
belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau
bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk
mengajukan cerai terhadap Tergugat, yang untuk mempersingkat uraian
putusan ini, secara rinci adalah sebagaimana tertuang dalam surat
gugatan Penggugat dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti
Pangadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut,
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar
hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar 1l halaman 55 yang
berbunyi sebagai berikut:

Al ails] Sl van ol slss ol s jims 018
Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu
diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis
telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua
alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat
masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang
dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi
seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada
relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi saksi
tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi,
maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 09 September 2006, keduanya telah hidup rukun dan
belum pernah bercerai;

- Bahwa terbukti sejak Desember 2006 antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun
kembali;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 9 (sembilan) tahun dan tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk
rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa
cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin
adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam
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hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat
benar benar telah pecah (broken marriage) serta telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki
dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai
bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan
perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat
(2), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan apabila perceraian
dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat
Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

telah disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk
menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.441.000,-- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 M. bertepatan dengan
tanggal 25 Rabiulawal 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Metro yang terdiri dari Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis dan
Drs. Nahrawi, M.HI. serta Drs. Machfudl.S masing masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Trisno Hari Santoso sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.
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KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
TTD TTD
Drs. Nahrawi, M.HI. Drs. Machfudl.S

PANITERA PENGGANTI

TTD

Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5 Materai . Rp._6.000.-

Jumlah Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ),-
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